BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Penyusunan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah ( RENJA-SKPD) berdasarkan rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2013 yang mengacu kepada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
1.2. Landasan Hukum 
Dasar Hukum Pedoman Penyusunan Renacana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) adalah sebagai berikut :
1.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. 
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. 
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. 
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya;

6. 
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

7. 
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil   Menengah; 
9.   Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian 
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14. 
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Recana Kerja Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebin Tahun 2005 – 2025;
1.3      Maksud dan Tujuan 
Maksud dan Tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah untuk memperoleh gambaran tentang hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi UMKM pada Tahun 2014 dan Rencana Kerja Tahun 2015.
1.4     Sistematika Penulisan 
Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi UMKM Kota Cirebon disusun menurut sistematika sebagai berikut : 
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BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI UMKM KOTA CIREBON TAHUN LALU
2.1.  
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi UMKM Kota Cirebon 

Program dan kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UMKM Kota Cirebon disusun untuk mendukung kebijakan umum dan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu meningkatnya produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu dengan sasaran untuk meningkatkan laju Pertumbuhan Ekonomi rata-rata diatas 6 %. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi UMKM Kota Cirebon  Tahun 2013 dan capaian Renstra dapat dilihat pada lampiran 1 ( Tabel 2.1).
2.2. 
Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi UMKM Kota Cirebon  
Berdasarkan hasil penyusunan Kinerja Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi UMKM Kota Cirebon mencakup sasaran, program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun lalu dengan mengacu kepada Rencana Strategik (RENSTRA). Sasaran dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disajikan sebagai startegi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan.
Selanjutnya kegiatan disajikan dengan mengacu kepada program yang relevan, sehingga yang dirumuskan dalam RKT merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan.
Dalam komponen kegiatan ditetapkan kelompok indikator kinerja tahunan yang meliputi masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome) berikut rencana capaian (Target). Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi UMKM Kota Cirebon Tahun Lalu disajikan dalam lampiran 2 (Tabel 2.2).
2.3. 
Isu –Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UMKM Kota Cirebon
Yang menjadi isu-isu penting pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi UMKM Kota Cirebon adalah sebagai berikut : 
1. 
Kualitas sumberdaya manusia pegawai Dinas Perindustrian Perdagangan dan koperasi UMKM Kota Cirebon belum merata disetiap lininya.
2. 
Sering terjadi perubahan kebijakan pemerintah pusat dibidang Perdagangan dan Perindustrian akibat pengaruh kebijakan internasional (globalisasi) yang belum dapat diikuti atau diteruskan di tingkat kebijakan daerah.
3. 
Belum adanya data potensi industri yang meningkat dan akurat sesuai dengan perkembangan kondisi lingkungan.

4. 
Industri Kecil Menengah (IKM) dalam melaksanakan inovasi teknologi dan sistem kerja masih lemah walaupun telah diberikan pelatihan.
5. 
IKM  kurang berminat untuk menguji produknya karena masih dibutuhkanya inovasi akan pentingnya mutu produk IKM.

6. 
Waktu pengurusan sertifikat Merk HAKI di tingkat pusat yang relatih cukup lama lebih dari 6 bulan.

7.  
IKM belum optimal dalam manfaatkan internet dan pemeran sebagai media promosi.

8. 
Sebagian IKM untuk memberikan data dan informasi ke petugas.

9. 
Sebagian IKM kurang terbuka untuk memberikan data perusahaan.

10. 
Sumber daya pelaku usaha perdagangan masih lemah.

11.
Pelaksana pengawasan pelaku usaha perdagangan yang kurang

12. 
Perkembangan Kota Cirebon sebagai Kota Perdagangan dan Jasa memungkinkan timbulnya dampak negative yang berkaitan dengan sengketa pelaku usaha.

13. 
Krisis ekonomi global dan situasi ekonomi nasional menimbulkan gejolak harga kebutuhan masyarakat.

14. 
Masih sering ditemukannya produk barang dan jasa yang beredar tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

15. 
Masyarakat belum sepenuhnya mencintai produk dalam negeri.

16. 
Semakin kompetitifnya persaingan perdagangan baik dalam maupun luar negeri.

17. 
Dibutuhkanya operasional Online SKA, NSW dan ASW dalam rangka kelancaran arus komoditi ekspor impor. 
18.  Perlunya peningkatan akses permodalan KUMKM.
19.  Perlunya penciptaan iklim usaha yang kondusif.  
20.  Adanya pembinaan teknis terhadap pelaku industri mikro, kecil dan menengah.
21.   Perlu adanya Pendataan dan pendaftaran PKL.
22.   Perlu adanya penyediaan ruang peruntukan bagi PKL baik menggunakan aset pemerintah maupun dengan kerjasam pihak ketiga.
23.  Adanya  pemberdayaan PKL melalui pembinaan dan bimbingan teknis, fasilitasi akses permodalan, penguatan kelembagaan, peningkatan jaringan dan promosi pemasaran.
2.4. 
Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2014 SKPD Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi UMKM Kota Cirebon terdiri dari Rancangan Awal RKPD dan Hasil Analisis Kebutuhan yang memuat program / kegiatan, lokasi, indikator kinerja, target capaian dan pagu indikatif, dapat dilihat pada lampiran 3 (Tabel 2.4).

2.5. 
Penelaahan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat 

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat Kota Cirebon Tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi UMKM Kota Cirebon dapat dilihat pada lampiran 4.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN

3.1. 
Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang memuat Visi, Misi, dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode lima tahunan yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.

Dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang Perindustrian Perdagangan dan Koperasi UMKM, Dinas Perindustrian Perdagangan dan koperasi UMKM Kota Cirebon berpedoman pada undang-undang Nomor 25 Tahun 2004.  Pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi UMKM  pada Tahun 2013 dilaksanakan melalui program peningkatan Industri Perdagangan dan Koperasi UMKM.      

3.2.
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Daerah

Tujuan Rencana Kerja Daerah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi UMKM Kota Cirebon adalah sebagai berikut : 
1. Meningkatkan nilai pemasaran hasil-hasil produk industri kecil menengah
2. Mewujudkan produk industri mikro kecil menengah dan besar yang memiliki daya saing tinggi. 
3. Meningkatkan efesiensi, efektifitas dan kepastian berusaha untuk menunjang terciptanya lapangan kerja dan pendapatan masyarakat.
4. Meningkatkan pembinaan, pengembangan dan kerjasama penyelenggara perdagangan baik dalam maupun luar negeri.

5. Mewujudkan koperasi dan UMKM menjadi pelaku ekonomi yang tangguh, mandiri dan mampu mengakses pasar dan permodalan.

6. Meningkatkan kualitas SDM Koperasi dan UMKM yang memiliki kompetensi.

Sasaran Rencana Kerja Daerah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi UMKM Kota Cirebon adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatnya kerjasama pengusaha sector informal dan pengusaha menegah

2. Meningkatnya jumlah produk IKM dan rumah tangga yang dipasarkan melalui promosi akses internet, workshop dan pameran.

3. Tersedianya media penunjang informasi pasar.

4. Meningkatkan kualitas desain dan mutu produksi hasil industri.

5. Meningkatnya keterampilan SDM pengelola / pengusaha industri kecil menengah dan rumah tangga.

6. Terkendalinya fluktuasi dan kelangkaan barang kebutuhan pokok masyarakat

7. Meningkatnya upaya perlindungan bagi konsumen dan pembinaan terhadap usaha perdagangan.

8. Terwujudnya peningkatan volume nilai ekspor

9. Legalnya usaha UKM dan perkuat permodalan

10. Adanya jaringan kerjasama usaha antar koperasi

11. Meningkatnya kualitas lembaga koperasi

12. Pemantauan terhadap UKM yang telah mendapat bantuan modal bergulir

13. Mempromosikan UMKM 

3.3. 
Program dan Kegiatan 

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan pada Dinas Perindustria Perdagangan dan Koperasi UMKM Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 (Tabel 3.1) terlampir.
BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja  Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Cirebon merupakan acuan bagi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi UMKM dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap para pelaku dunia usaha di wilayah Kota Cirebon dengan mengacu sesuai dengan VISI dan MISI yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Cirebon tugas ini disusun dengan harapan agar Rencana Kerja ini dapat digunakan dalam melaksanakan tugas dengan baik, rutin maupun pembangunan sektor industri, perdagangan dan Kopreasi UMKM sebagai arahan pembinaan yang dilakukan oleh  Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Cirebon.

Tentu saja banyak hal yang perlu ditingkatkan dalam rangka pembinaan terhadap para pelaku dunia usaha di Kota Cirebon seperti pendanaan penambahan sarana dan prasarana yang memadai.

Akhirnya diharapkan Rencana Kerja  Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Cirebon  diharapkan dapat dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Cirebon dimasa yang akan datang. 

Cirebon,       Maret 2014
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan
dan Koperasi UMKM 

Kota Cirebon
Ir. YATI ROHAYATI
NIP. 19630614 199011 2 002
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